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LAPORAN PENELITIAN

Tantangan dalam Proses Perluasan
Keanggotaan Uni Eropa ke Negara-
negara Eropa Tengah dan Timur
1992-2003

NURANI CHANDRAWATI

Abstract

This article tries to explain several challenges that must be faced by European Union (EU) about its
decision to enlarge its membership by admitting eight Central and Eastern European Countries
(CEECs) on May 1st, 2004. This is not an easy decision, because the eight new members from
CEECs are shill going through a transformation period. An interesting question derived from this
phenomena is whether the entry of eight CEECs into the EU will increase EU'’s level of integration
into federalism or, on the contrary, will add many new problems for the integration process.
Overall, there are three challenges facing the European Union in its sixth enlargement process by
admitting eight CEECs. The first challenge is the alleged negative motivation of the new members;
second, the problem of decision making process inside EU institutions; and thirdly, financial burden
caused by the funding of transformation processes in the eight CEECs. Altogether, these challenges
will lead EU into intergovernmentalism and not federalism, which might be the prominent desire of

EU’s founding fathers.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Berakhirnya Perang Dunia II, tahun 1945,
tampaknya membawa negara-negara Eropa
pada satu kesadaran bersama akan pen-
tingnya mempertahankan stabilitas, ke-
amanan dan perdamaian kawasan dalam
jangka waktu panjang. Namun, munculnya
persaingan antara Amerika Serikat (AS)
dan Uni Soviet dalam konteks ideologi
vang menjadikan Eropa sebagai wilayah
utama perebutan pengaruh di bidang poli-
tik, ekonomi, dan keamanan, membawa sa-
tu tantangan tersendiri bagi terbentuknya
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tatanan perdamaian di Eropa. Masalah lain
adalah ketika wilayah Eropa terbagi berda-
sarkan pola persekutuan dengan kedua ne-
gara adidaya tersebut yang kemudian dike-
nal sebagai masa Perang Dingin.

Namun bagi negara-negara Eropa yang
berada di wilayah Barat, keinginan untuk
mewujudkan tatanan Eropa yang lebih sta-
bil dan damai tetap diupayakan melalui
kerja sama kawasan. Terlebih lagi, ke-
inginan tersebut didukung oleh kehadiran
AS yang membantu proses rehabilitasi kon-
disi domestik Eropa Barat melalui suntikan
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dana melalui Marshall Plan. Negara-negara
di kawasan Eropa Barat semakin mendapat
peluang untuk memulai kerja sama ka-
wasan, terutama di bidang keamanan dan
ekonomi. Eropa Barat sebenarnya telah me-
mulai suatu bentuk kerja sama, dimulai de-
ngan penandatanganan Perjanjian Dunkirk
antara Inggris dan Perancis pada 1947, ke-
mudian diperluas menjadi Perjanjian Brus:
sel pada Maret 1948 yang ditandatangant
oleh Perancis, Inggris, Italia, Belanda, Bel-
gia, dan Luxemburg yang merupakan kese-
pakatan kerja sama di bidang ekonomi, sO-
sial-budaya serta pertahanan yang akan
berlaku selama 50 tahun. Dalam kaitannya
dengan proses integrasi ekonomi, negara-
negara Benelux (Belgia, Belanda dan
Luxemburg) telah memulai langkah mela-
lui pembentukan costums union (kesepa-
katan aturan bersama tentang integrasi
ekonomi) pada Januari 1948

Meluasnya pengaruh AS di Eropa Barat
sebagai bagian dari kebijakan pemben-
dungan terhadap ancaman ekspansionisme
ideologi komunisme Uni Soviet membawa
Eropa Barat kepada suatu bentuk kerja
sama keamanan yang bersifat lebih mengi-
kat dengan pendirian NATO melalui per-
janjian yang ditandatangani oleh AS, Kana-
da dan negara-negara penandatanganan
Perjanjian Brussel di Washington DC pada
4 April 1949. Kendati AS berusaha meng-
ubah persepsi ancaman negara-negara Ero-
pa Barat terhadap ancaman perluasan ko-
munisme Uni Soviet, posisi Jerman (ken-
dati telah terbagi dua) tetap menjadi per-
soalan utama dalam konteks pemulihan ke-
stabilan keamanan di Eropa Barat, terlebih
ketika kedua negara memproklamasikan
diri sebagai negara berdaulat melalui pem-
bentukan Republik Federasi Jerman di ba-
gian Barat dan Republik Demokratik Jer-
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man di bagian Timur pada tahun 1949,

Permasalahan Jerman bertambah serius ke.
tika AS berusaha untuk membangun kem.
bali industri militer Jerman Barat yang ada
di wilayah Saar dan Ruhr. Tampaknya AS
ingin agar Jerman Barat berfungsi sebagaj
wilayah penyangga terhadap perluasan ko-
munisme Uni Soviet, mengingat posisi Jer-
man yang berdekatan dengan wilayah Ero-
pa Timur yang telah berada di bawah pe-
ng.]ruh Uni Soviet (Jerman Timur dan Po-
landia). Hal ini lah yang kemudian menim-
bulkan dilema bagi negara-negara Eropa
Barat? Wilayah Saar dan Ruhr, yang pada
masa Perang Dunia I dan I merupakan pu-
sat pengembangan industri berat karena
mengandung kekayaan alam besi baja, saat
itu berada di bawah kewenangan inter-
nasional yang disebut International Autho-
rity of Ruhr and Saar. Sebelum pecahnya Pe-
rang Dunia I, pengelolaan besi baja, yang
merupakan sumber daya alam penting da-
lam proses pengembangan industri berat
Eropa, diawasi oleh kartel internasional
yang disebut Entente Internationale de
L’aciers. Kartel tersebut juga melakukan
pengawasan dan pengelolaan bersama pro-
duksi besi baja di Jerman, Perandis, Inggris,
dan Luxemburg.?

Penyerahan kembali pengelolaan industri
berat terutama yang masih beroperasi di
wilayah Ruhr dan Saar kepada Kewenang-
an Internasional (khususnya AS, Perancis,
dan Inggris sebagai pemenang dalam Pe-
rang Dunia II), tampaknya dilakukan guna
mencegah penyalahgunaan sumber daya
alam sekaligus mencegah revitalisasi in-
dustri militer negara tertentu, khususnya
Jerman yang telah dilemahkan melalui Per-
janjian Yalta dan Postdam.
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Namun, perkembangan yang terjadi me-
nunjukkan bahwa keinginan AS untuk me-
ngaitkan pengelolaan wilayah industri be-
rat Ruhr dan Saar dengan upaya remili-
terisasi Jerman inilah yang kemudian men-
jadi dilema utama bagi negara-negara Ero-
pa Barat untuk tetap menjamin kestabilan
politik dan keamanan kawasan yang di-
tempuh melalui upaya pemulihan ekono-
mi.' Perancis-lah yang menjadi pelopor un-
tuk menjawab dilema tersebut melalui per-
umusan Proposal Robert Schuman-Jean
Monet. Hasil dari proposal tersebut adalah
suatu perkembangan kondisi keamanan
Eropa yang baru dengan hubungan yang
lebih harmonis antara Perancis dan Jerman,
yang selama Perang Dunia I dan Il merupa-
kan pihak-pihak yang saling bertentangan.
Fokus perbaikan hubungan tersebut adalah
kepentingan pengelolaan bersama sumber
daya alam, khususnya batu bara dan biji
besi yang merupakan bahan mentah an-
dalan yang menjadi jaminan bagi keber-
langsungan proses industrialisasi di Eropa
Barat secara menyeluruh. Oleh karena itu,
kerja sama kawasan Eropa kemudian lebih
diarahkan ke bidang ekonomi walaupun
juga menyentuh kepentingan politik dan
keamanan.’

Kerja sama antara Perancis dan Jerman Ba-
rat tersebut kemudian diperluas dengan
mengundang negara-negara Benelux untuk
bergabung dan akhirnya menghasilkan
pembentukan European Coal and Steel
Community (ECSC) melalui penandata-
nganan Perjanjian Paris pada 1951. ECSC
merupakan bentuk formal implementasi
Proposal Schuman-Monet. Kerja sama ne-
gara-negara Eropa Barat semakin diperkuat
setelah enam negara pelopor pendirian
ECSC sepakat untuk semakin meningkat-
kan komitmen mereka ke arah integrasi.
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Langkah tersebut dimulai dengan proposal
Belanda mengenai pentingnya upaya untuk
mencapai kesepakatan bersama dalam ma-
salah tarif eksternal. Pada pertemuan di
Messina tahun 1955, keenam negara ECSC
sepakat untuk mengembangkan proposal
tersebut melalui pembentukan customs
union dan common market yang kemudian
diabsahkan melalui Perjanjian Roma 1957.
Perjanjian Roma tersebut diikuti dengan
pembentukan European Economic Com-
munity (EEC) dan European Atomic Ener-
gy Community (Euratom). Ketiga institusi
tersebut kemudian melakukan merger se-
cara institusi tetapi bukan eksistensi ko-
munitas pada 1967 melalui kesepakatan
pembentukan European Community (EC)

Di samping mengatur bentuk kerja sama
Eropa, khususnya yang berkaitan dengan
perkembangan ke arah integrasi ekonomi,
Perjanjian Roma 1957 juga menyinggung
masalah perluasan keikutsertaan negara-
negara di luar enam negara pelopor dalam
tiga komunitas Eropa tersebut. Khususnya
pada Pasal 237 Perjanjian Roma, disebut-
kan bahwa negara Eropa mana pun dapat
bergabung dengan EC. Secara lebih menda-
lam, masalah perluasan keanggotaan sema-
kin difokuskan melalui pertemuan negara-
negara anggota EC di Den Haag (KTT Ha-
gue) pada 1969, di samping upaya untuk
memperkuat integrasi ekonomi dan dimu-
lainya pembahasan tentang pembentukan
sistem keuangan bersama.® Proses perluas-
an keanggotaan semakin mengemuka keti-
ka EC menerima tiga anggota baru yaitu
Inggris, Denmark, dan Irlandia setelah
melalui proses negosiasi penerimaan (ac-
cession process) pada tanggal 1 Januari 1973.

Keberhasilan proses perluasan keanggota-
an EC tahap pertama yang menambah jum-
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lah angpota EC menfadb 9 negara tampak:
nya mendorony;, kelnginan negara-negara
dE Kawasan Ecopa Selatan/Mediterania un-
tuk bergabung ke dalam EC, Hal Inf tercer-
min dark mengalienya aplikast keanggotaan
dard negarasnegara Eropa di wilayah Sela-
tan yaltu Yunand, Spanyol, dan Portugal,
Yunant kemudian diterimn sebagal anggota
EC pada 1981, dilanjutkan dengan pene-
timaan Spanyol dan Portugal sebagal ang-
pota ke« dan Ke-12 pada 1986.7 Perluasan
keanggotaan tahap keempat berlangsung
pada 1995 dengan masuknya Austria, Fine
landia dan Swedla menfadl anggota baru
EC yang telah berubah nama menjadi
European Unlon (EU). Sefak 1995 anggota
EU resmib diperluas menjadi 15 negara,

PERMASALAHAN

Perubahan yang terfadi secara cepat di ka-
wasan Eropa Tengah dan Timur pada akhir
dekade ‘80-an yang ditandal dengan tum-
bangnya  pemerintahan sosialis komunis
dan mencapal puncaknya ketika Unl Sovlet
runtuly, berdampak pada makin bertam-
bahnya jumlah negara di kawasan Eropa
yang berkelnginan menjadi anggota EC.
Pada  saat  bersamaan,  sebenarnya  EC
tengah melakukan proses penguatan integ-
rasl, dimulal dengan Single European Act
sejok 1986 yang sekaligus merupakan pe-
nyempurnaan atas Perjanjlan Roma 1957,
Puncak darl proses integrasi EC adalah ke-
(ko dua belas negara anggotanya menye-
pakati perjanjian Integrast Eropa, Treaty of
European Unlon di Maastricht pada 1992,
EC  kemudian  berubah  nama  menjadi
European Unlon (selanjutnya disebut Uni
Eropa) dengan diberlakukannya Traktat
Penyatuan Eropa pada 1 Januarl 1993,

O
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Hersamaan dengan terjadinya Integrasl Ero-
pa, Unb Hropa juga dibebanl tanggung,
fowab untuk mendukung proses transfor-
manl di negarasnegara bekas wilayah pe-
nparuh Unl Soviet yang, berada di Eropa
Tengah dan Timur  (selanjutnya disebut
Central and  Eastern European Countries-
CEECH). Sebaliknya, Integrast Eropa Barat
melalul Unl Eropa juga menarlk perhatian
negarn-negara bekas Unl Soviet tersebut
untuk bergabung dengan Unl Eropa me-
lalul  pengajuan  aplikasi  keanggotaan,
Hungarla, Polandia dan Cekoslowakla ke-
mudian menfadi pelopor negara-negara Fr-
opa Tengah dan Timur dalam mengajukan
aplikasi keanggotaan, Langkah tersebut di-
mulal saat ketiga negara menandatangani
Kesepakatan Eropa pada 1991, Penandata-
nganan Kesepakatan Eropa dapat dianggap
sebagal langkah awal untuk memulal pro-
se8 pengajuan keanggotaan sebagai anggo-
ta Unl Eropa.

Meningkatnya  keinginan  negara-negara
CEECs untuk bergabung dalam Uni Eropa
menyebabkan dimulainya suatu pembahas-
an khusus tentang proses perluasan Uni
Eropa ke wilayah CEECs melalui Pertemu-
an Dewan Eropa scbagai badan tertinggi
dalam Uni Eropa di Lisabon, Portugal, pa-
da Juni 1992, Pada tahun 1993, Rumania
dan Bulgaria mengikuti jejak pendahulu-
nya, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowa-
kia untuk menandatangani  Kesepakatan
Eropa. Perkembangan tersebut semakin
memperkuat keinginan Dewan Eropa un-
tuk memulai proses perluasan keanggotaan
Uni Eropa ke negara-negara CEECs,

Dewan Eropa dalam pertemuannya di Co-
penhagen bulan Juni 1993 pada prinsipnya
menerima kebijakan untuk memperluas ke-
anggotaan Uni Eropa ke wilayah Eropa Te-
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ngah dan Timur serta menjanjikan pembe-
rian status keanggotaan kepada negara-ne-
gara di wilayah tersebut. Pertemuan de-
ngan negara-negara Eropa Tengah dan Ti-
mur itu tengah membahas perkembangan
kondisi ekonomi dan politik pada masa
transisi dari kondisi sistem politik sosialis
komunis ke arah sistem politik yang ber-
landaskan demokrasi liberal serta sistem
ekonomi pasar bebas. Hungaria dan Polan-
dia kemudian menjadi negara CEECs yang
pertama kali mengajukan lamaran untuk
bergabung dengan Uni Eropa pada 1994.
Sementara itu, Cekoslowakia yang pecah
menjadi dua negara pada 1994 memperba-
rui komitmen untuk mematuhi Kesepakat-
an Eropa dengan kembali menandatangani
Kesepakatan Eropa atas nama masing-ma-
sing pihak yaitu Republik Ceko dan Re-
publik Slowakia pada tahun yang sama.

Jumlah negara-negara CEECs yang ber-
minat untuk bergabung dengan Uni Eropa
terus meningkat. Hal ini ditandai dengan
ditandatanganinya Kesepakatan Eropa oleh
tiga negara Baltik yaitu Latvia, Lithuania,
dan Estonia, dan segera diikuti dengan
pengajuan permohonan keanggotaan kepa-
da Uni Eropa pada tahun 1995.

Pascaperluasan keanggotaan tahap keer.n-
Pat 1995 (dengan bergabungnya Austria,
Finlandia, dan Swedia), Uni Eropa terus di-
banjri dengan permohonan keanggotaan
dari negara-negara Eropa Tengah dan Ti-
Mmur seperti Rumania dan Slowakia pada
1995 dan diikuti oleh Republik Ceko seta-
hun kemudian. Negara baru di kawasan
Balkan yang merupakan bekas Republik
Yugoslavia, Slovenia, pada 1996 juga M
Nandatangani Kesepakatan Eropa sekaligus
Mengajukan permohonan keanggotaar:
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Kendati harus melakukan penyesuaian ke-
bijakan dalam kaitannya dengan proses pe-
nerimaan anggota, Uni Eropa menanggapi
secara positif aplikasi keanggotaan dari
negara-negara CEECs. Setelah meluncur-
kan kriteria keanggotaan berdasarkan Per-
temuan Copenhagen 1993 dan Keputusan
Amsterdam 1997 yang menghasilkan 31
bab pedoman negosiasi penerimaan keang-
gotaan, pada tahun 1998, Komisi Uni Eropa
sepakat untuk memulai negosiasi peneri-
maan keanggotaan, terutama dengan kan-
didat dari negara-negara Eropa Tengah dan
Timur. Lima pendaftar CEECs yaitu
Hungaria, Polandia, Estonia, Republik Ce-
ko, dan Slovenia, mendapat kesempatan
melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa
pada 31 Maret 1998. Setahun kemudian, pa-
da 13 Oktober 1999, Komisi Eropa kembali
membuka negosiasi kesepakatan dengan
negara CEECs lainnya, yaitu Rumania,
Republik Slowakia, Latvia, Lithuania, dan
Bulgaria. Pada 9 Oktober 2002, Komisi Ero-
pa mengeluarkan rekomendasi bahwa ne-
gosiasi penerimaan keanggotaan dengan
Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia,
Lithuania, Malta, Polandia, Republik Slo-
wakia, dan Slovenia ditambah Siprus di-
nyatakan resmi selesai.*

Puncaknya adalah ketika Komisi Eropa se-
cara resmi mengeluarkan rekomendasi pa-
da bulan Oktober 2002 bahwa Uni Eropa
telah mencapai hasil akhir negosiasi ke-
sepakatan dengan 8 negara CEECs yaitu
Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia,
Lithuania, Polandia, Republik Slowakia,
dan Slovenia.? Dengan demikian kedelapan
negara tersebut, ditambah negara non-
CEECs yaitu Malta dan Siprus, dinyatakan
siap untuk diterima menjadi anggota Uni
Eropa pada 2004. Mereka hanya tinggal
menunggu keputusan akhir yaitu ratifikasi
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dari Parlemen Eropa yang direncanakan
pada pertengahan 2004.

Meningkatnya keinginan negara-negara
untuk menjadi anggota Uni Eropa merupa-
kan fenomena yang menarik untuk diteliti,
terutama tinjauan dari tantangan yang
akan dihadapi Uni Eropa melalui proses
perluasan keanggotaan tersebut. Tantangan
yang dimaksud adalah apakah perluasan
keanggotaan Uni Eropa ke negara-negara
CEECs justru menimbulkan persoalan baru
yang dapat menjadi kendala dalam per-
kembangan Uni Eropa di masa mendatang,.
Dalam menganalisis tantangan perluasan
keanggotaan, penelitian ini akan meng-
gunakan indikator: (a) motivasi dari nega-
ra-negara CEECs untuk bergabung dengan
Uni Eropa; dan, (b) tantangan terhadap sis-
tem kerja dari Uni Eropa berkaitan dengan
keanggotaan dalam institusi yang diba-
ngun dalam Uni Eropa, proses pengam-
bilan keputusan dan beban finansial yang
harus ditanggung oleh Uni Eropa.

Sedangkan yang dimaksud dengan negara-
negara CEECs adalah negara-negara yang
telah diterima saat proses negosiasi kesepa-
katan dengan Uni Eropa pada Desember
2002, yaitu Republik Ceko, Estonia, Hunga-
ria, Latvia, Lithuania, Polandia, Republik
Slowakia, dan Slovenia.

Dalam membahas masalah tantangan yang
akan dihadapi Uni Eropa dalam melakukan
perluasan keanggotaan ke Eropa Tengah
dan Timur maka akan digunakan kerangka
berpikir atas dasar konsep federalisme dan
intergovernmentalism. Kedua konsep ini di-
pergunakan karena perkembangan Uni
Eropa dewasa ini masih dalam persim-
pangan jalan, apakah menuju pada bentuk
federalisme yang ketat dalam arti Uni Ero-
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pa akan memiliki konstitusi dan kepemim-
pinan tersendiri atau tetap hanya sekadar
sebagai wadah hubungan antarpemerintah
seperli sekarang ini. Kemudian, akan digu-
nakan juga konsep tentang prinsip-prinsip
Uni Eropa dalam memperluas keanggota-
annya.

KERANGKA PEMIKIRAN
1. Federalisme

Federalisme berasal dari kata “feodus” yang
berarti kesepakatan, dan juga mengandung
arti fides atau berarti faith and trust. Dapat
pula diartikan sebagai bentuk mutual res-
pect, recognition, toleration, equality of parl-
nership, reciprocity, compromise, conciliation,
Dalam konteks pembentukan Uni Eropa,
dapat dilihat adanya unsur untuk mem-
bentuk dan melaksanakan komitmen (seca-
ra sukarela) di antara negara dan masyara-
kat anggota Uni Eropa terhadap kebijakan
tertentu, yang dapat membawa mereka ke-
pada pencapaian tujuan bersama, berkaitan
dengan kesejahteraan (welfare), keamanan
(security) dan kemakmuran (prosperity).
Upaya tersebut dirancang untuk menekan
perbedaan dalam kepentingan, kultur dan
identitas nasional.!

Muncul pertanyaan utama, yaitu apakah di
masa mendatang Uni Eropa akan semakin
memantapkan posisinya sebagai negara
federasi Eropa (finalite politique) yang me-
miliki konstitusi dan struktur kepemimpin-
an tersendiri sehingga semakin mengelimi-
nasi kedaulatan negara anggota dan me-
nonjolkan peran Uni Eropa sebagai aktor
regional. Namun, tampaknya konsep fede-
ralisme dalam Uni Eropa tidak dapat dite-
rapkan secara menyeluruh karena pemben-
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tukan Uni Eropa tetap mengandung arti
unity in diversity berdasarkan Traktat Uni
Eropa Bagian F Pasal 1 yang menyebutkan:
“Committed that Union to respect the national
identities of its member states.”

Namun semangat untuk membentuk Fede-
rasi Eropa juga tercantum dalam traktat
yang sama Pasal 3 (b) yang menyebutkan
bahwa Uni Eropa dapat mengambil tindak-
an secara kolektif, meski dengan kekuasaan
yang terbatas, berdasarkan pertimbangan
bahwa tindakan tersebut lebih baik dilaku-
kan secara komunitas, karena bila dilaku-
kan masing-masing negara anggota secara
individu ternyata menjadi kurang efisien.

2. Intergovernmentalism

Konsep ini juga penting dalam mengana-
lisis peran Uni Eropa karena kepentingan
negara tetap signifikan dalam proses pe-
rumusan kebijakan Uni Eropa. Dalam hal
ini Uni Eropa hanya dilihat sebagai organi-
sasi regional yang memfasilitasi hubungan
kerja sama dan proses tawar-menawar an-
tarpemerintah. Masa depan organisasi re-
gional tersebut lebih ditentukan oleh pilih-
an-pilihan negara anggota berdasarkan ke-
pentingannya. Sifat kerja sama yang diba-
ngun juga berlandaskan prinsip zero sum
strategy di mana kebijakan secara regional
tidak dapat menyentuh kedaulatan negara
dan proses integrasi dikendalikan oleh ke-
pentingan dan aksi negara. Mereka mau
melakukan integrasi lebih dikarenakan ke-
inginan untuk menurunkan biaya transak-
si.M

3. Konsep Perluasan Keanggotaan atau
Enlargement

Makna enlargement adalah suatu upaya un-
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tuk menambah keanggotaan dalam suatu
organisasi regional. Pasal 237 Perjanjian Ro-
ma 1957 dapat menjadi dasar keinginan EC
untuk memperluas keanggotaan. Pasal ter-
sebut menyatakan bahwa negara Eropa
mana pun dapat bergabung dengan EC.”
Sementara itu, proses penerimaan/penye-
leksian keanggotaan (accession process), de-
ngan berdasar pada Kesepakatan Penyatu-
an Eropa (Treaty of European Union 1992,
Maastricht) Pasal 49 yang merujuk pada
Pasal 6 Ayat 1 bahwa anggota baru harus
menerapkan prinsip-prinsip demokrasi li-
beral, hak asasi manusia, kebebasan indivi-
du, dan aturan hukum.??

Namun, dengan meningkatnya aplikasi da-
ri negara-negara Eropa Timur, pada per-
temuan Dewan Eropa di Copenhagen,
1993, disepakati tiga kriteria keanggotaan
yaitu:H
a. Menjalankan kehidupan demokrasi
yang stabil, menghormati hak asasi
manusia, serta menerapkan aturan
hukum dan perlindungan terhadap
kaum minoritas.
Menjalankan fungsi ekonomi pasar.
¢. Mengadopsi aturan umum, standar-
disasi, dan kebijakan yang disusun
oleh Badan Hukum Uni Eropa.

Berkaitan dengan proses penerimaan ke-
anggotaan (accession process), pada perte-
muan Uni Eropa di Amsterdam, yang me-
rupakan pertemuan tindak lanjut dari Per-
janjian Maastricht 1992 dalam kaitannya
dengan proses penguatan dan perluasan
Uni Eropa, disepakati suatu cetak biru bagi
perkembangan Uni Eropa yang disebut
Agenda 2000. Berkaitan dengan proses ne-
gosiasi penerimaan keanggotaan, Uni Ero-
pa menetapkan acquis communautaire, atau
aturan yang harus diadopsi negara calon
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aturan

anggota berkaitan dengan normd,
dan kesepakatan dalam Uni Eropa yang
meliputi 31 bab."

Kronologi proses penerimaan keanggotaan
ditentukan sebagai berikut:"®

a. Aplikasi diserahkan negara anggota
melalui Dewan Menteri yang me-
rupakan bagian dari Dewan Uni Ero-
pa.

b. Dewan Uni Eropa kemudian menye-
rahkan aplikasi kepada Komisi Ero;.:v:f
dan meminta pandangan dari Komisi
Eropa berkaitan dengan masalah si-
tuasi ekonomi dan politik negara
pendaftar dan kemampuan negara
tersebut mengadopsi kesepakatan
dalam Agenda 2000. Setelah mempe-
lajari dokumen aplikasi, Komisi Ero-
pa memberikan rekomendasi kepada
Dewan Eropa mengenai apakah akan
dilakukan proses negosiasi atau tid-
ak.

c. Penyelenggaraan negosiasi peneri-
maan keanggotaan (accession conferen-
ce) antara negara pendaftar, Komisi
Eropa dan Dewan Eropa berdasarkan
ketetapan dalam Agenda 2000. Sete-
lah tercapai kesepakatan, proses ne-
gosiasi ditutup.

d. Proses legalisasi penerimaan keang-
gotaan kemudian diserahkan kepada
Parlemen Eropa, yang akan melaku-
kan pemungutan suara dengan kon-
sep suara mayoritas.

e. Setelah memperoleh legalisasi dari
Parlemen Eropa, negara kandidat
akan menandatangani Kesepakatan
Penerimaan Keanggotaan (Treaty of
Accession) dan wajib melakukan Ra-
tifikasi Perjanjian Penerimaan Ang-
gota oleh parlemen negara kandidat
atau melalui referendum.
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PEMBAHASAN

Proses Perluasan Keanggotaan Uni Eropa
ke Negara-negara Eropa Tengah dan Ti.

mur (1989 —2003)

pada akhir dasawarsa 1980-an terjadi per-
ubahan besar di kawasan Eropa Timur ber-
kaitan dengan struktur politik domestik ka-
wasan yang berada di bawah pengaruh Uni
Soviet. Fenomena ini dimulai dengan terja-
dinya pergantian kepemimpinan di Uni So-
viet pada 1985. Naiknya pemimpin baru
Uni Soviet, Mikael Gorbachev, membawa
angin perubahan baru dalam konteks per-
saingan Timur-Barat. Sadar akan kondisi
perekonomian Uni Soviet yang terus terpu-
ruk karena sumber dana banyak tersedot
untuk kebutuhan pengembangan kapabi-
litas militer, Gorbachev mencanangkan
program rehabilitasi ekonomi yang dikenal
sebagai perestroika yang juga disinergikan
dengan pembaruan politik melalui langkah
keterbukaan yang dikenal dengan glasnost.
Namun, upaya Gorbachev justru semakin
melemahkan sendi ideologi Uni Soviet
yang selama ini menopang pertumbuhan
negara tersebut menjadi salah satu negara
adidaya dan pesaing utama Amerika Se-

rikat.

Terpuruknya ekonomi Uni Soviet ternyata
tidak dengan cepat dapat diatasi oleh prog-
ram pembaharuan ala Gorbachev tersebut.
Negara-negara satelit Uni Soviet terutama
di kawasan Eropa Timur mulai merasakan
dampak dari stagnasi ekonomi yang kemu-
dian menimbulkan gelombang ketidakper-
cayaan terhadap pemerintahan komunis.
Pada 1988 dimulailah upaya untuk me-
numbangkan pemerintah Komunis di ne-
gara-negara Eropa Timur. Simbol utama
pembagian Eropa pada masa Perang Di-
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ngin yaitu, Tembok Berlin, yang berdiri
sejak 1962, mulai diruntuhkan. Tahun 1989
selu-ruh pemerintahan komunis di negara
bekas sekutu Uni Soviet di kawasan Eropa
Timur tumbang. Sementara negara-negara
Eropa Barat yang berbatasan langsung de-
ngan Eropa Timur mulai membuka perba-
tasannya untuk menampung pengungsi
dari Eropa Timur yang melarikan diri ke
wilayah Barat karena kondisi anarki di
dalam negerinya.

Ketidakstabilan kondisi politik dan ekono-
mi di kawasan Eropa Timur kemudian me-
lahirkan kesepakatan untuk mendirikan
Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Ero-
pa (European Bank on Reconstruction and
Development-EBRD) pada 29 Mei 1990 di
Paris. Pendirian EBRD bertujuan untuk
membentuk proses transformasi ekonomi
dan politik di Eropa Timur. Sementara itu,
pada 19 Juni 1990 negara-negara anggota
EC menandatangani Kesepakatan Sche-
ngen, yang intinya membuka kendala per-
batasan antarnegara di kawasan Eropa Ba-
rat. Sampai sekarang, terdapat 9 negara
Schengen yang dapat dimasuki secara bebas
hanya dengan menggunakan satu visa
Schengen. Pada 3 Oktober 1990 terjadi re-
unifikasi Jerman yang semakin membawa
konstelasi politik di Eropa kepada nuansa
pasca-Perang Dingin.

Upaya untuk mengabsahkan integrasi Ero-
Pa semakin meningkat sejalan dengan dise-
lenggarakannya Pertemuan Dewan Eropa
di Maastricth pada 9 dan 10 Desember
191. Pertemuan tersebut menghasilkan
Kesepakatan Pembentukan Uni Eropa
(Treaty of European Union). Bersamaan de-
ngan itu, pada bulan Desember 1991, Uni
Soviet resmi membubarkan diri. Langkah
tersebut segera diikuti dengan terbentuk-

GLOBAL Vol. 6 No. 2 Mei 2004

Nurani Chandrawati

nya Negara Persemakmuran Berdaulat
(Commonwealth of Independence States-
CIS), yang terdiri atas 52 negara pecahan
Uni Soviet. Namun, CIS tidak bertahan la-
ma karena sejak 1992 sejumlah negara me-
nyatakan kemerdekaannya. Fenomena lain
adalah terjadinya krisis di Yugoslavia yang
ditandai dengan pecahnya Yugoslavia
menjadi lima negara baru: Kroasia, Bosnia-
Herzegovina, Macedonia, dan Yugoslavia
(kemudian menjadi
dan Slovenia).

Serbia-Montenegro,

Bubarnya Uni Soviet oleh pihak Barat di-
anggap sebagai kemenangan faham demo-
krasi liberal terhadap sosialis komunis. Ka-
rena itu proses transformasi negara-negara
pecahan Uni Soviet maupun mantan satelit
Uni Soviet semakin diarahkan pada pem-
bentukan negara demokrasi liberal dengan
sistem ekonomi pasar bebas. Hal inilah
yang kemudian menjadi persyaratan utama
bagi negara-negara Eropa Tengah dan Ti-
mur untuk bergabung ke Komunitas Eropa.
Pihak Eropa Barat juga semakin menaruh
perhatian pada proses transformasi ekono-
mi dan politik di negara-negara bekas Uni
Soviet tersebut dengan cara memberikan
suntikan dana pemulihan ekonomi. Terja-
dinya perubahan yang begitu cepat di Ero-
pa pada awal dasawarsa 1990-an semakin
membuka peluang Komunitas Eropa untuk
mewujudkan integrasi Eropa secara me-
nyeluruh seperti yang telah dicita-citakan
sejak berakhimya Perang Dunia IL

Pada tanggal 7 Februari 1992, Perjanjian
Pembentukan Uni Eropa resmi ditandata-
ngani di Maastricht. Kemudian pada tang-
gal 2 Mei 1992 ditandatangani Kesepakat-
an Pembentukan Wilayah Ekonomi Eropa
yang juga menyentuh kepentingan komu-
nitas di negara-negara tetangga Eropa Ba-
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rat. Pada bulan Juni 1992, Komisi Eropa
mulai mendiskusikan prospek perluasan
Uni Eropa di Lisabon, Portugal.” Pada
tanggal 1 Januari 1993 Kesepakatan Uni
Eropa secara resmi mulai diberlakukan.

Sebenarnya, sejak terjadinya krisis ekonomi
dan politik di negara-negara Eropa Tengah
dan Timur pada akhir 1988, Uni Eropa te-
lah melakukan upaya pendekatan terhadap
negara-negara tetangganya tersebut. Dimu-
lai dari munculnya kesepakatan pada Per-
temuan Dewan Eropa di Rhodes pada 1988
yang menegaskan bahwa dalam upaya me-
nanggapi perkembangan kondisi domestik
di negara-negara Eropa Tengah dan Timur
tersebut, Uni Eropa akan berupaya melaku-
kan langkah-langkah untuk mengatasi per-
masalahan Eropa yang terbagi dua sepan-
jang masa Perang Dingin. Kesepakatan ter-
sebut kemudian kembali dipertegas dalam
Pertemuan Dewan Eropa di Strasbourg pa-
da Desember 1989, terlebih ketika perubah-
an di kawasan Eropa Tengah dan Timur
semakin nyata dengan runtuhnya Tembok
Berlin (sebagai simbol pemisahan Eropa
dan dibukanya perbatasan Eropa Barat dan
Eropa Timur). Pada pertemuan tersebut
Dewan Eropa sepakat untuk mendukung
proses transformasi domestik di negara-ne-
gara Eropa Tengah dan Timur."*

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Stras-
bourg pada bulan Juli 1989, melalui Perte-
muan G-24, Presiden Komisi Eropa,
Jacques Dellors, telah menerima tugas atas
nama Komisi Eropa untuk bersama-sama
dengan negara-negara industri maju lain-
nya dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi
dan Pembangunan Eropa, Bank Dunia,
Dana Moneter Internasional (IMF), dan Pa-
ris Club, dalam rangka mengoordinasi da-
na bantuan untuk proses transformasi ne-
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gara-negara Eropa Tengah dan Timur. Ko-
misi Eropa kemudian memulai tindakan-
nya tersebut dengan meluncurkan program
Poland-Hungary Assistance for Recon
struction Economic (PHARE) dengan mem-
berikan dana bantuan rekonstruksi ekono-
mi kepada Polandia dan Hungaria. Se
dangkan Parlemen Eropa berupaya meng-
implementasi kesepakatan G-24 melalui
program pemulihan proses demokratisasi
di negara-negara Eropa Tengah dan Ti
mur.'

Di tengah-tengah kesibukan memberikan
dukungan terhadap proses transformasi di
Eropa Timur, negara-negara anggota Uni
Eropa tetap sepakat untuk melakukan lang-
kah penguatan terlebih dahulu dibanding-
kan memulai upaya perluasan keanggota-
an. Hal ini tercermin melalui kesepakatan
dalam konferensi antarpemerintah anggota
Uni Eropa tahun 1991 yang lebih memben-
kan prioritas kepada proses penguatan ke-
bijakan regional dibanding rencana per-
luasan keanggotaan.® Bahkan para peru-
mus kebijakan dalam Uni Eropa kemudian
berusaha memisahkan masalah pemberian
bantuan ke negara-negara Eropa Tengah
dan Timur sebagai bagian yang terpisah
atau masalah ekstermal dari rencana pe-
nguatan kelembagaan. Namun, ketika di-
mulainya pembahasan mengenai Kesepa-
katan Eropa (European Agreement) yang
merupakan proses pendalaman dari Pasal
238 Perjanjian Roma 1957, disinggung pula
mengenai bagaimana mengembangkan hu-
bungan lebih lanjut dengan negara-negara
Eropa Tengah dan Timur. Akhimya dise-
pakati untuk memberikan status asosiasi
kepada negara-negara Eropa Tengah dan
Timur dengan ketentuan bahwa mereka
yang dianggap sebagai asosiasi Uni Eropa
harus menandatangani kesepakatan Eropa
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Tawaran Uni Eropa mendapat tanggapan
ositif dari negara-negara Eropa Timur

| Februari 1993 Rumania Segera menandata-

ngani Kesepakatan Eropa, menyusul Bulga-
ria pada bulan Maret dan Republik Cekq
certa Slowakia pada bulan Oktober 2 Kepu-
tusan untuk memberikan predikat asosiasi
kepada negara-negara Eropa Tengah dan
Timur tampaknya tidak dapat menghindari
keinginan Uni Eropa untuk membuyk, pe-
luang bagi negara-negara tetangganya ter-
sebut dengan memulai proses aplikasi ke-
anggotaan. Keputusan untuk mempriori-
taskan penguatan kemudian sedikit tertyn-
da terutama ketika mulai dibahas tentang
kondisi-kondisi tertentu yang harus diper-
siapkan oleh Uni Eropa apabila akan mem-
perluas keanggotaannya terutama ke Eropa
Tengah dan Timur.

Kesepakatan perluasan keanggotaan kemu-
dian menjadi agenda penting Pertemuan
Dewan Eropa di Copenhagen pada bulan
Juni 1993 yang pada prinsipnya menerima
keputusan perluasan Uni Eropa ke wilayah
Eropa Timur dan menjanjikan status keang-
gotaan pada pertemuan dengan negara-ne-
gara Eropa Tengah dan Timur yang tengah

| membahas masalah kondisi ekonomi dan
' politik. Pertemuan tersebut kemudian juga

berhasil menyepakati kriteria keanggotaan
untuk kebutuhan proses perluasan menda-

; tang.

Berkaitan dengan fokus perhatian Uni Ero-
pa pasca-Pertemuan Copenhagen 1993 me-
ngenai perluasan keanggotaan ke negara-
negara Eropa Tengah dan Timur, Presiden
Uni Eropa, Santer, dalam pidatonya di ha-

- dapan Parlemen Eropa menegaskan bahwa
- upaya untuk terus-menerus mengisolasi
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keb_i]'akan Eropa telah berakhir. Kebijakan
Uni Eropa di masa mendatang akan diarah-

AN untuk mencapai empat tujuan yaitu
membangun pertumbuhan Eropa yang me-
rata, meningkatkan pengetahuan sebagai
kekuatan utama, memodernisasi sistem te-
naga kerja, dan mempromosikan masyara-
kat yang menaruh perhatian dan penghor-
matan terhadap masalah lingkungan hi-
dup. Komisi Eropa sendiri telah mengang-
garkan komitmen dana sebesar 275 juta eu-
ro untuk tahun anggaran 2000-2006. Kedua
dana tersebut akan memainkan peran kritis
dalam  memperkecil disparitas ekonomi
dan sosial di antara negara-negara anggota

Uni Eropa dan negara-negara calon anggo-
ta.

Keputusan Uni Eropa pada Pertemuan Co-
penhagen 1993 menjadi faktor pendorong
yang kuat akan dimulainya aplikasi keang-
gotaan oleh negara-negara Eropa Tengah
dan Timur. Pada bulan Maret dan April
1994, berturut-turut Hungaria dan Polandia
resmi mengajukan lamaran untuk menjadi
anggota Uni Eropa,® sementara pada bulan
Juni 1994, Dewan Uni Eropa meminta ke-
pada Komisi Eropa untuk merumuskan
proposal tentang strategi prapenerimaan
untuk negara-negara Eropa Tengah dan
Timur dan mendeklarasikan bahwa Siprus
dan Malta akan diikutsertakan dalam tahap
perluasan selanjutnya. Pada bulan Desem-
ber, Dewan Eropa menyetujui strategi pra-
penerimaan yang dirumuskan oleh Komisi
Eropa, termasuk pembentukan struktur hu-
bungan dan dokumen tentang pasar tung-
gal di masa mendatang,.

Bulan Juni 1995 Kesepakatan Eropa kem-
bali ditandatangani oleh Latvia, Lithuania,
dan Estonia. Sementara, Rumania dan Slo-
wakia pada tahun yang sama mengajukan
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lamaran ke Uni Eropa. Pertemuan Dewan
Uni Eropa di Cannes menyetujui dokumen
resmi Komisi dan memutuskan untuk me-
lakukan proses negosiasi penerimaan de-
ngan kandidat Siprus dan Malta yang akan
dimulai enam bulan setelah penyeleng-
garaan Konferensi Antar-Pemerintah Eropa
pada 1996.

Pada bulan Oktober, menyusul Latvia
mengajukan lamaran untuk menjadi ang-
gota Uni Eropa dan satu bulan kemudian
negara tetangganya di kawasan Baltik, Es-
tonia, melakukan langkah yang sama. Di-
susul pada bulan Desember 1995, Lithuania
dan Bulgaria secara resmi mengajukan la-
maran sebagai anggota Uni Eropa,® semen-
tara pada pertemuan di Madrid, Dewan
Uni Eropa meminta Komisi Eropa memper-
siapkan pandangan tentang aplikasi keang-
gotaan dari negara-negara Eropa Tengah
dan Timur dan mengirim laporan tentang
strategi perluasan keanggotaan dan dam-
pak dari perluasan tersebut terhadap kebi-
jakan dan anggaran Uni Eropa, kemudian
mengumumkan negosiasi penerimaan ne-
gara-negara Eropa Tengah dan Timur.

Pada 1996 Republik Ceko melamar untuk
menjadi anggota Uni Eropa, sementara pa-
da bulan Maret, Konferensi Antar-Pemerin-
tah di Eropa melakukan penelaahan terha-
dap Perjanjian Maastricht yang dimulai di
Turin, Italia. Pada bulan Juni, Kesepakatan
Eropa resmi ditandatangani oleh Slovenia
yang sekaligus dilanjutkan dengan menga-
jukan lamaran menjadi anggota Uni Eropa,
sedangkan Malta pada bulan Oktober
membekukan lamarannya sebagai anggota
Uni Eropa,

Pada bulan Juni 1997, Pertemuan Dewan
Eropa di Amsterdam berhasil merumuskan
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hasil Konferensi Antar-Pemerintah dan
mencapai kesepakatan dalam Perjanjian
Amsterdam, sementara Komisi Eropa me-
ngeluarkan opininya terhadap aplikasi ne-
gara-negara Eropa Tengah dan Timur, ter-
masuk rekomendasi terhadap strategi per-
luasan, dan bersama proposal Agenda 2000
untuk reformasi kebijakan dan keuangan
serta perspektif dari rencana anggaran
2000-2006. Selanjutnya pada bulan Desem-
ber 1997, Pertemuan Dewan Eropa di
Luxemburg memutuskan untuk memulai
proses penerimaan terhadap sepuluh nega-
ra Eropa Tengah dan Timur serta Siprus
pada bulan Maret 1998.

Dalam Pertemuan Amsterdam 1997 telah
disepakati suatu cetak biru Uni Eropa un-
tuk kebutuhan restrukturisasi institusi
maupun perluasan keanggotaan yang dibe-
ri label for a stronger and wider union. Salah
satu kesepakatan yang berkaitan dengan
proses perluasan keanggotaan adalah ac-
quis communautaire yang merupakan satu
bentuk kondisi yang harus ditaati oleh
seluruh calon anggota apabila mereka ingin
memulai proses negosiasi penerimaan ke-
anggotaan. Kesepakatan tersebut meliputi
31 kondisi yang diupayakan untuk dapat
mendukung proses integrasi ekonomi da-
lam Uni Eropa.

Pada bulan Maret 1998 diselenggarakan
Konferensi Eropa pertama di London yang
diboikot oleh Turki. Penerimaan negara-
negara Eropa Tengah dan Timur sebagai
partner diterima. Secara formal proses ne
gosiasi penerimaan keanggotaan dimulai
dengan menetapkan negara-negara Hunga-
ria, Polandia, Republik Ceko, Estonia, Slo-
venia, dan Siprus yang akan diikutsertakan
dalam proses negosiasi tahap pertama. Pa-
da bulan September Malta kembali melaku-
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kan aktivitas untuk melanjutkan aplikasi-
nya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Se-
dangkan pada bulan November, laporan
Komisi Eropa tentang strategi perluasan
keanggotaan ke negara-negara Eropa Te-
ngah dan Timur resmi diumumkan.

Setahun kemudian di bulan yang sama,
Dewan Eropa bertemu di Berlin dan ber-
hasil merumuskan kesepakatan dalam re-
formasi Agenda 2000 dan pandangan ter-
hadap anggaran Eropa untuk 2000-2006.
Komisi Eropa kemudian memublikasikan
Agenda 2000 sebagai cetak biru dari proses
perluasan Uni Eropa, khususnya yang ber-
kaitan dengan proses perluasan ke negara-
negara Eropa Tengah dan Timur dan juga
kebijakan umum Uni Eropa terhadap ma-
salah perkembangan dan keuangan. Agen-
da 2000 juga menjadi strategi komprehensif
bagi Uni Eropa dalam proses penerimaan
10 anggota baru terutama dari negara-ne-
gara Eropa Tengah dan Timur dan kerang-
ka kerja keuangan Uni Eropa setelah tahun
2000. Dapat dikatakan bahwa Agenda 2000
membawa nuansa baru dalam proses pe-
laksanaan kebijakan Uni Eropa, sekaligus
merupakan respon terhadap tantangan
yang lebih besar yang harus dihadapi Uni
Eropa karena setelah tahun 2000 Uni Eropa
harus semakin memperkuat integrasi di bi-
dang ekonomi dan keuangan, kebijakan in-
ternal sekaligus melaksanakan proses per-
luasan keanggotaan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari dokumen
aplikasi calon anggota dan berkaitan de-
ngan kesiapan kandidat anggota dari segi
kondisi ekonomi dan politik domestik, Ko-
misi Eropa merekomendasikan bahwa Uni
Eropa dapat melakukan proses negosiasi
kesepakatan awal dengan lima negara Ero-
Pa Tengah, yaitu Hungaria, Polandia, Es-
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tonia, Republik Ceko, dan Slovenia. Kelima
negara tersebut, berdasarkan pandangan
anggota Komisi Eropa, dinilai cukup me-
muaskan dalam memenuhi kriteria keang-
gotaan, terutama dalam proses pemben-
tukan pemerintahan yang demokratis, pe-
laksanaan fungsi ekonomi pasar secara ba-
ik, dan kemampuan untuk memenuhi ke-
wajiban keanggotaan Uni Eropa. Sementara
itu, Uni Eropa juga melakukan pendekatan
terhadap lima negara calon anggota lain-
nya yaitu Bulgaria, Latvia, Lithuania, Ru-
mania, dan Slowakia untuk dapat mela-
kukan perbaikan secepatnya sehingga me-
reka akan dapat diikutsertakan dalam pro-
ses negosiasi sesegera mungkin.

Komisi Eropa sendiri juga mempersiapkan
tambahan dana untuk membantu negara-
negara Eropa Tengah dan Eropa Timur me-
lalui upaya meningkatkan anggaran dana
untuk proses perluasan keanggotaan sebe-
sar 45 miliar Euro. Saat ini cetak biru
Agenda 2000 menganggarkan sekitar 38
miliar Euro di mana untuk kebutuhan ne-
gara baru telah ditetapkan sebesar tujuh
miliar Euro untuk dana bantuan prakese-
pakatan dari 2002 sampai 2006.*

Proses negosiasi penerimaan keanggotaan
resmi dimulai. Proses negosiasi penerima-
an dimulai 1998 dengan Estonia, Polandia,
Republik Ceko, Hungaria, dan Slovenia di-
tambah Siprus, dilanjutkan pada tahun
1999 dengan Latvia, Lithuania, Slowakia,
Rumania, dan Bulgaria serta Malta. Pada 9
Oktober 2002 tercapai kesepakatan dalam
proses negosiasi penerimaan keanggotaan
antara Uni Eropa dengan delapan negara
Eropa Tengah dan Timur yaitu Republik
Ceko, Republik Slowakia, Estonia, Latvia,
Lithuania, Polandia, Hungaria dan Slove-
nia ditambah dengan Siprus dan Malta. Ke-

77



Tantangan dalam Perluasan Keanggotaan Uni Eropa

mudian pada tanggal 24-25 Oktober 2002
diadakan Pertemuan Tingkat Kepala Ne-
gara pada Pertemuan Dewan Eropa di
Brussels guna membahas rekomendasi Ko-
misi Eropa tentang kesepakatan dalam pro-
ses penerimaan keanggotaan. Hasil perte-
muan tersebut mengasumsikan bahwa se-
puluh negara yang terdiri atas delapan ne-
gara Eropa Tengah dan Timur yaitu Repub-
lik Ceko, Republik Slowakia, Hungaria, Po-
landia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Slo-
venia serta dua negara Mediterania, yaitu
Malta dan Siprus, telah siap diterima men-
jadi anggota Uni Eropa pada 2004 dengan
persyaratan bahwa negara-negara tersebut
harus melakukan ratifikasi kesepakatan pe-
nerimaan keanggotaan, termasuk juga dila-
kukan oleh negara-negara anggota, dan
bahwa kesepakatan tersebut akan mem-
peroleh proses legalisasi dari Parlemen
Eropa.®

Kebijakan untuk memperluas keanggotaan
Uni Eropa ke negara-negara Eropa Tengah
dan Timur berkaitan dengan meningkatnya
aplikasi dari negara-negara di wilayah ter-
sebut untuk menjadi anggota Uni Eropa
memaksa Dewan Eropa dalam pertemuan-
nya di Gothenburg dan Nice untuk mela-
kukan kesepakatan baru sebagai salah satu
langkah dalam proses penerimaan keang-
gotaan. Diharapkan bahwa kesepakatan ba-
ru tersebut dapat membawa anggota baru
untuk berpartisipasi dalam pemilihan
umum keanggotaan bagi kandidat anggota,
yang merupakan tantangan yang cukup be-
sar bagi kebijakan integrasi Eropa dalam
memperkuat kohesi ekonomi dan sosial.
Proses perluasan, terutama ke negara-nega-
ra Eropa Tengah dan Timur pada kenyata-
annya akan menciptakan kelompok negara
anggota dalam Komunitas Eropa yang me-
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miliki penghasilan kurang dari 40% diban-
dingkan Parlemen Eropa pada 2004.

Tantangan yang Harus Dihadapi Unj
Eropa Berkaitan dengan Motivasi Negara-
negara Eropa Tengah dan Timur untuk
Bergabung dengan Uni Eropa

Masalah utama yang perlu menjadi per-
hatian adalah motivasi dari negara-negara
Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung
dengan Uni Eropa serta sejauh mana ke-
berhasilan proses transformasi sistem poli-
tik domestik dan ekonomi dari sistem ter-
pusat kepada sistem demokrasi dan pasar
bebas berpengaruh terhadap keanggotaan
negara-negara tersebut dalam Uni Eropa.

Tantangan akan muncul apabila terdapat
motivasi negatif dari negara-negara Eropa
Tengah dan Timur untuk bergabung de-
ngan Uni Eropa, dalam arti bahwa kehadir-
an mereka pada akhimya tidak membawa
keuntungan dalam pemantapan proses in-
tegrasi Uni Eropa dan hanya membawa ke-
untungan yang sepihak saja bagi negara-
negara tersebut. Motivasi negatif tersebut
dapat berupa:

a. Keinginan untuk bergabung dengan
Uni Eropa semata-mata hanya dise-
babkan karena negara-negara Eropa
Tengah dan Timur tidak ingin diting-
galkan dalam pembentukan pasar
tunggal. Namun, kebutuhan tersebut
semata-mata hanya untuk mening-
katkan pertumbuhan ekonomi do-
mestik mereka tanpa adanya suatu
rencana untuk memberikan suatu ke
untungan bagi proses integrasi eko-
nomi Uni Eropa sendiri.

b. Alasan lain adalah Uni Eropa hany3
dijadikan sebagai jalur tambahan un-
tuk memenuhi tujuan-tujuan yang l&
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bih bersifat domestik, terutama un-
tuk lebih dapat melakukan “tekanan”
kepada anggota-anggota lama untuk
terus mendukung proses transfor-
masi, sehingga tidak ada sumbangan
yang signifikan terhadap proses in-
tegrasi Uni Eropa dari segi politik.

c. Negara-negara Eropa Tengah dan Ti-
mur tidak memiliki alternatif lain ka-
rena Uni Eropa sangat mendominasi
hubungan-hubungan ekonomi poli-
tik di kawasan Eropa sehingga mele-
mahkan prinsip saling menguntung-
kan antara Uni Eropa dan negara-ne-
gara baru.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa bila memang penggabungan nega-
ra-negara Eropa Tengah dan Timur memi-
liki motivasi negatif, maka kepentingan ne-
gara anggota akan menjadi lebih menonjol
dibandingkan kepentingan bersama dalam
organisasi, ditambah lagi dengan muncul-
nya masalah dilema integrasi.

Tantangan lain berkaitan dengan kondisi
domestik negara-negara Eropa Tengah dan
Timur yang aplikasinya telah diproses oleh
pihak Uni Eropa. Menurut Laporan Uni
Eropa dalam masalah kohesi yang dipub-
likasikan pada 21 Januari 2003, rata-rata
tingkat Produk Domestik Bruto (GDP) dari
negara-negara masih tergolong rendah di-
bandingkan anggota Uni Eropa lainnya, pa-
dahal dengan bergabungnya anggota baru
dari negara-negara Eropa Tengah dan Ti-
mur tersebut maka jumlah wilayah dan
penduduk yang menjadi bagian dari integ-
rasi Eropa akan meningkat tiga puluh per-
sen. Hal ini tidak diimbangi dengan kena-
ikan produksi domestik bruto yang hanya
5%, sementara dari 105 juta penduduk
yang bermukim di negara-negara Eropa

GLOBAL Vol. 6 No. 2 Mei 2004

Nurani Chandrawati

Tengah dan Timur yang merupakan calon
anggota dari Uni Eropa, sekitar 98 juta
orang memiliki GDP kurang dari 75% dari
rata-rata Komunitas Uni Eropa.?’ Perkem-
bangan ini sekaligus menunjukkan lambat-
nya proses transformasi, terutama di bi-
dang ekonomi yang juga melibatkan sun-
tikan dana negara-negara anggota Uni Ero-
pa, khususnya negara-negara Eropa Barat.
Proses bantuan ekonomi yang telah ber-
langsung sejak tahun 1991 melalui program
PHARE ternyata tidak membawa hasil
yang positif terhadap pertumbuhan ekono-
mi di negara-negara Eropa Tengah dan Ti-
mur.

Oleh karena itu, tetap dibutuhkan perhati-
an yang serius dari Uni Eropa terhadap ca-
lon negara anggotanya dari Eropa Tengah
dan Eropa Timur, khususnya berkaitan de-
ngan kemampuan negara-negara tersebut
dalam proses perbaikan dan peningkatan
pengelolaan hampir di seluruh sektor eko-
nomi dan masyarakat seperti industri, pe-
layanan jasa, transportasi, lingkungan hi-
dup, pertanian, termasuk peningkatan kua-
litas sumber daya manusia. Masuknya ne-
gara-negara tersebut menjadi anggota Uni
Eropa berarti mereka akan masuk dalam ja-
ringan trans-Eropa yang membutuhkan ke-
mampuan untuk beradaptasi dengan kon-
disi yang telah berjalan. Perubahan besar
perlu dilakukan dalam memperbaiki bu-
ruknya kondisi yang berkaitan dengan po-
lusi air dan udara yang terjadi di sebagian
besar negara-negara calon anggota dari
Eropa Tengah dan Eropa Timur. Perubahan
besar yang juga mendesak untuk dilakukan
adalah masalah ketenagakerjaan untuk me-
menuhi proses kesepakatan keanggotaan
dan harus dilakukan secara cepat, terutama
kualitas tenaga kerja yang berkaitan de-
ngan sektor pelayanan jasa yang cenderung
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rendah dibandingkan dengan negara-nega-
ra anggota Uni Eropa.

Tantangan Perluasan Keanggotaan Uni
Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah
dan Timur Terhadap Proses Pengambilan
Keputusan dalam Institusi Uni Eropa

Penambahan  keanggotaan dalam tubuh
Uni Eropa sudah tentu akan membawa
konsekuensi terhadap proses pengambilan
keputusan di dalam institusi-institusi uta-
ma Uni Eropa. Di dalam institusi Dewan
Menteri misalnya sebagai bagian dari De-
wan Uni Eropa, proses pengambilan kepu-
tusan merupakan hal yang paling sulit ka-
rena power negara berpengaruh, Ketika
muncul keputusan bahwa setiap anggota
baru harus memiliki wakil di Dewan Men-
teri, jumlah keanggotaan Dewan Menteri
akan ditambah sesuai dengan jumlah ang-
gota, dan keseluruban anggota Uni Eropa
sepakat, Tetapi perdebatan muncul ketika
keluar keputusan tentang jumlah suara ma-
yoritas yang dapat membatalkan (blocking
minorily right) suatu keputusan adalah 27
atau lebih, karena hal ini akan memberat-
kan proses sharing suara dari negara-negara
kecil yang hanya punya hak suara yang ke-
cil jumlahnya. Seperti diketahui, dalam
proses pengambilan suara untuk suatu ke-
putusan di Dewan Menteri Uni Eropa, ma-
sing-masing negara memperoleh hak suara
berdasarkan jumlah populasi. Untuk men-
capai kesepakatan dikenal sistem Quality
Majority  Vote (QMV), termasuk untuk
membatalkan suatu keputusan, QMV un-
tuk suatu persetujuan berdasarkan kesepa-
katan sebelum proses perluasan adalah 87
suara sedangkan untuk membatalkan suatu
keputusan adalah 27 suara, Namun dengan
bertambahnya anggota baru, Uni Eropa
perlu melakukan perubahan. Pembatasan
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sampai level 27 suara mayoritas atau lebih
ditentang, terutama oleh Inggris dan Yuna.
ni, dengan alasan karena ada negara yang
tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut
kendati telah terjadi blocking minority. Apa.
lagi berkaitan dengan proses pemilihan
presiden Dewan Menteri yang punya peran
besar sebagai perantara perselisihan, se-
hingga ada negara yang harus menunggu
begitu lama untuk menjadi presiden De-
wan Uni Eropa. Perselisihan tersebut coba
diselesaikan walaupun tidak secara memu-
askan dalam pertemuan di Loannina de-
ngan mengubah mayoritas suara menjadi
24 untuk blocking minority sesuai dengan le-
vel terdahulu namun lebih rendah dari ke-
tetapan sekarang yaitu 26 QMV, dengan
persyaratan bahwa Presiden Dewan Uni
Eropa harus berupaya menjadi perantara
dalam kesepakatan.®

Sedangkan dalam institusi Komisi Eropa,
yang sebenarnya merupakan institusi yang
lebih mewakili prinsip federalisme Uni
Eropa, tantangan utama adalah munculnya
kekhawatiran bahwa penambahan jumlah
anggota akan mengakibatkan sistem kerja
Komisi Eropa selaku badan eksekutif Uni
Eropa menjadi tidak efisien. Selama ini
Komisi Eropa dipilih berdasarkan jumlah
populasi negara anggota. Jumlah komisio-
ner yang merupakan perwakilan politik di-
tetapkan 20 orang, termasuk presiden Ko-
misi Uni Eropa, Upaya untuk memperkecil
jumlah keanggotaan Komisi sebenarnya
dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu se-
tiap negara anggota hanya boleh memiliki
satu anggota, atau sebaliknya, negara kecil
dapat melakukan pemilihan bersama ter-
hadap komisionernya. Namun, cara yang
pertama tentunya tidak menguntungkan
bagl negara besar karena akan kehilangan
komisionernya, sementara cara kedua akan
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lebih memungkinkan peningkatan perwa-
kilan di Komisi dari negara kecil. Hal ini je-
las menunjukkan bahwa kepentingan nega-
ra masih lebih besar daripada kepentingan
Uni Eropa secara regional karena masalah
reformasi keanggotaan Komisi menimbul-
kan kontroversi politis.

Perluasan ke negara-negara Eropa Tengah
dan Timur termasuk Malta dan Siprus ta-
hun 2004 mendatang dikhawatirkan akan
membentuk dua kelas komisioner, antara
komisioner dari negara anggota yang lebih
berpengalaman dalam proses pengambilan
keputusan dan memahami secara menda-
lam persoalan dan kebijakan Uni Eropa de-
ngan komisioner negara-negara calon ang-
gota yang masih minim pengalaman dan
pemahaman terhadap kondisi Uni Eropa. #

Di samping itu, perluasan keanggotaan ju-
ga berpengaruh pada cara kerja Komisi
Eropa dalam menjalankan fungsi adminis-
tratif sebagai upaya implementasi kebijak-
an Uni Eropa yang telah disetujui oleh De-
wan Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Saat
ini staf administratif Komisi Eropa telah
mencapai lebih kurang 3.000 orang yang
bertugas menjalankan 4 bentuk pelayanan
yang meliputi pelayanan administrasi
umum, implementasi kebijakan, hubungan
eksternal dan pelayanan internal. Masuk-
Nya negara-negara baru ke Uni Eropa pada
2004 mendatang tentunya menuntut pe-
Nambahan staf yang berasal dari negara-
fegara tersebut. Penambahan keanggotaan
Juga kemungkinan menuntut penambahan
direktorat jenderal termasuk jumlah staf
dengan semakin meningkatnya aktivitas
:‘r:mb'Sioner yang semakin kompleks. Hal

Perpengaruh juga pada prospek karir
nan staf yang ada dengan adanya pe-
ambahan tenaga baru, yang dikhawatir-
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kan berasal dari negara anggota baru yang
masih minim pengalaman kerja dengan
Uni Eropa. Masalah perluasan penggunaan
bahasa formal dalam Uni Eropa juga dapat
membawa permasalahan tersendiri.

Sedangkan untuk institusi Parlemen Eropa,
adanya penambahan jumlah anggota Uni
Eropa tahun 2004 mendatang sebanyak 10
negara menyebabkan keanggotaan Parle-
men Eropa akan berkembang secara pesat
sehingga melampaui kapasitas maksimum
yaitu 700 orang. Karena dengan 15 negara
anggota jumlah Parlemen Eropa telah men-
capai jumlah 646. Diperkirakan dengan
tambahan 10 negara anggota baru maka
jumlah Parlemen Eropa bisa meningkat
sampai 1000 orang. Hal ini tentunya akan
mengakibatkan kesulitan dalam proses
pengambilan suara dan efisiensi Parlemen.
Namun bila jumlah anggota Parlemen di-
kurangi, akan berpengaruh pada negara
anggota yang telah ada.

Tantangan Perluasan Keanggotaan Uni
Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah
dan Timur terhadap Beban Finansial Uni
Eropa

Secara keseluruhan Uni Eropa telah meng-
anggarkan dana struktural untuk perluasan
ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur
sebesar lebih kurang 25 miliar euro, khu-
susnya untuk Visegrad Four dan 40-45 mili-
ar euro untuk keseluruhan negara CEECs.%
Uni Eropa sendiri masih harus menang-
gung beban modernisasi ekonomi Yunani
dan Portugal. Dana untuk negara-negara
Eropa Tengah dan Timur dipergunakan
untuk kontribusi dana pertanian dan dana
struktural. Langkah tersebut mendapat du-
kungan dari Komisi Eropa, namun tetap
ada pembatasan terhadap pemakaian dana
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Uni Eropa yang terdiri atas dana struktural
dan dana sosial, Untuk dana struktural, pe-
makaian sebenarnya tidak boleh lebih dari

% dari dana yang tersedia, terutama un-
tuk negara kandidat. Namun tampaknya
bantuan terhadap CEECs sudah melam-
paui level tersebut atau lebih kurang 0,46%
dari keseluruhan GNP Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri telah menganggarkan
dana perluasan ke negara-negara Eropa Te-
ngah dan Timur sepanjang tahun 2000-2006
sebesar 45 miliar euro dengan rata-rata 6.43
miliar euro per tahun. Sementara, maksi-
mum dana Uni Eropa yang dapat dipakai
adalah sebesar 1,27% dari GNP. Ketentuan
ini sekaligus dapat meningkatkan kebutuh-
an belanja Uni Eropa sebesar 20 miliar euro
sampai tahun 2006 dan belanja CAP yang
ditentukan maksimum 74% dari GNP dan
dana struktural sebesar 0,46%.

Dalam kaitannya dengan masalah keuang-
an, Uni Eropa akan mengalami'tantangan
berupa kecenderungan peningkatan secara
terus-menerus dari anggaran Uni Eropa
yang ditujukan bagi proses perluasan ke-
anggotaan. Persoalan akan muncul apabila
ternyata dana yang telah diberikan untuk
kepentingan reformasi ekonomi di negara-
negara Eropa Tengah dan Timur ternyata
tidak mampu mendorong terjadinya per-
tumbuhan ekonomi secara cepat, terlebih
pada saat negara-negara tersebut telah
menjadi anggota Uni Eropa, mereka tidak
dapat memberikan kontribusi positif ter-
hadap keuangan Uni Eropa, bahkan cen-
derung terus-menerus menjadi beban. Hal
ini berkaitan dengan adanya motivasi ne-
gatif penggabungan CEECs ke Uni Eropa
yang kelihatannya hanya didorong oleh
kebutuhan untuk meningkatkan pertum-
buhan ekonomi dalam negeri demi menja-
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ga kestabilan domestik. Berkaitan dengan
masalah pengucuran dana ke negara-nega-
ra Eropa Tengah dan Timur, sudah seha-
rusnya Uni Eropa memiliki sistem pengen-
dali terhadap kebijakan ekonomi domestik
negara-negara tersebut terutama efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas dari penggu-
naan dana, karena bukan tidak mungkin
terjadi penyalahgunaan dana mengingat
proses transformasi politik yang masih te-
rus berjalan dan adanya kecenderungan
terjadinya korupsi dan kolusi di antara pe-
merintah baru negara-negara Eropa Tengah
dan Timur yang cenderung masih belajar
akan pelaksanan sistem demokrasi liberal
dan pasar bebas.

Tantangan Perluasan Keanggotaan Uni
Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah
dan Timur Berkaitan dengan Proses
Penguatan Kebijakan Regional Uni Eropa

Isu utama yang berkaitan dengan dampak
perluasan keanggotaan Uni Eropa terhadap
perumusan dan pelaksanaan kebijakan re-
gional Uni Eropa terutama menyentuh ma-
salah politik dan keamanan. Persoalan ini
sebenarnya bukan masalah baru karena se-
jak Pertemuan Hague 1969 telah mulai di-
bahas mengenai dua hal yang harus di-
lakukan Uni Eropa dalam perkembangan-
nya, setelah selesainya friksi antara Peran-
cis dan Inggris, yaitu penguatan dan per-
luasan. Hal ini kembali menjadi fokus uta-
ma. Pertemuan Amsterdam 1997 yang
menghasilkan Agenda 2000 bermaksud un-
tuk memperkuat sekaligus memperluas
Uni Eropa. Namun, kedua langkah tersebut
ternyata tidak dapat dilaksanakan secara
bersamaan. Kecenderungannya adalah
bahwa Uni Eropa tampaknya lebih memi-
lih perluasan terlebih dahulu baru kemudi-
an setelah proses perluasan selesai maka
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para anggota bersama-sama dengan para

anggota baru mengadakan penguatan di
dalam tubuh Uni Eropa.

Namun, pilihan tersebut akan menimbul-
kan potensi konflik, yaitu :

. Implikasi jangka pendek dalam
mengubah fokus perhatian dari pro-
ses penguatan kepada negosiasi pe-
nerimaan keanggotaan.

2. Perbedaan kondisi ekonomi antara
negara anggota dan para kandidat
terutama terhadap mata uang Euro.

3. Keragaman kondisi politik domestik
juga berpéngaruh pada proses pe-
nguatan Uni Eropa sebagai institusi
regional.

Ini menyebabkan di masa mendatang tan-
tangan terbesar Uni Eropa dari segi pe-
rumusan dan pelaksanan kebijakan adalah
semakin besar dan beragamnya isu mau-
pun kepentingan yang berpengaruh pada
kebijakan Uni Eropa secara regional. Per-
tanyaan utama dalam masalah penguatan
adalah apakah anggota baru akan mene-
rima begitu saja agenda Uni Eropa yang se-
belumnya telah ditentukan oleh anggota la-
ma sebagai bahan penguatan kebijakan. Di
samping itu, dengan bertambahnya anggo-
ta akan semakin sulit untuk mencapai kese-
pakatan dalam proses penguatan Uni Ero-
pa, terlebih apabila motivasi penggabung-
an lebih kepada mencari keuntungan seca-
ra sepihak tanpa visi yang jelas terhadap
proses penyatuan Eropa.

Perluasan keanggotaan juga menambah be-
ban permasalahan yang selama ini menjadi
kendala dalam proses penguatan Uni Ero-
pa sebagai institusi yang bergerak ke arah
supranasional. Pertama, keputusan Inggris
dan Denmark untuk memilih tidak menaati
ketentuan Kesepakatan Penyatuan Eropa
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secara menyeluruh (opt-out). Kedua, bantu-
an ekonomi yang masih harus terus diberi-
kan Uni Eropa kepada negara anggota se-
perti Irlandia, Spanyol, Yunani, dan Por-
tugal untuk terus mendorong terjadinya
pertumbuhan ekonomi agar dapat mendu-
kung proses integrasi ekonomi Eropa.
Ketiga, usulan kebijakan Austria, Swedia
dan Finlandia berkaitan dengan masalah-
masalah yang lebih advanced seperti stan-
dardisasi lingkungan hidup kemudian be-
ban kontribusi yang implementasinya lebih
banyak tertunda karena langkah perluasan
anggota.

Uni Eropa sendiri cenderung memperta-
hankan ciri intergovernmentalism ketimbang
membentuk federalism. Secara ideal me-
mang ada upaya untuk memperkuat ter-
bentuknya kebijakan regional tetapi dalam
kenyataannya perhatian Uni Eropa pada
dekade ‘90-an justru tersita pada upaya un-
tuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara-negara anggota maupun kandidat
anggota yang cenderung masih tergolong
negara berkembang. Proses perluasan ke-
anggotaan Uni Eropa ke negara-negara
Eropa Tengah dan Timur membawa satu
persepsi baru yang justru lebih mengun-
tungkan kondisi ekonomi dan politik do-
mestik. Tantangan utama adalah apabila
proses transformasi negara-negara Eropa
Tengah dan Timur gagal, termasuk upaya
rekonsiliasi antara kepentingan domestik
negara anggota dengan kebutuhan mem-
perkuat Uni Eropa sebagai bentuk institusi
regional. Apabila usaha ini gagal, Uni Ero-
pa akan lebih terlihat sekadar sebagai hu-
bungan antamegara dan tidak dapat mem-
bentuk suatu penguatan Uni Eropa sebagai
sebuah institusi regional yang membawa
Eropa pada suatu suasana yang lebih ter-
integrasi berdasarkan kesepakatan tiga pi-
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lar dalam Uni Eropa.

KESIMPULAN

Kendati menjadi salah satu “amanat” yang
tercantum dalam Pasal 237 Perjanjian Roma
1957 juga Kesepakatan Hague 1969 namun
keputusan Uni Eropa untuk memperluas
keanggotaan khususnya ke negara-negara
Eropa Tengah dan Timur akan menimbul-
kan kendala bagi proses penguatan (deepen-
ing) Uni Eropa sebagai satu institusi regio-
nal dalam merumuskan kebijakan yang le-
bih bernuansa regional.

Persoalan utama sebenarnya berkaitan de-
ngan faktor historis hubungan Uni Eropa
dengan negara-negara Eropa Tengah dan
Timur, di mana Uni Eropa minim penga-
laman dalam mengadakan hubungan de-
ngan negara-negara tersebut dalam kaitan-
nya dengan kepentingan institusi. Terlebih
pada masa Perang Dingin, negara-negara
Eropa Tengah dan Timur dapat dianggap
sebagai “pihak yang berseberangan” de-
ngan Uni Eropa sebagai dampak persaing-
an AS dan Uni Soviet, baik berkaitan de-
ngan masalah ideologi, politik, maupun
ekonomi. Ketika terjadi perubahan kondisi
domestik yang begitu cepat di kawasan ter-
sebut sebagai dampak dari tumbangnya re-
jim sosialis komunis dan runtuhnya Uni
Soviet, muncul dilema bagi negara-negara
Eropa Barat yang sebagian besar meru-
pakan anggota Uni Eropa untuk meng-
antisipasi kondisi tersebut. Di satu sisi ter-
buka peluang untuk kembali membangun
Komunitas Eropa secara luas dalam bentuk
kerja sama dalam rangka menjaga kestabil-
an seperti yang pernah dilakukan masyara-
kat Eropa sejak Westphalian System sam-
pai Concert of Europe. Hal inilah yang
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mendorong semangat negara-negara Eropa
Barat dan aliansi AS lainnya untuk membe-
rikan dukungan dana kepada proses trans-
formasi domestik Eropa Timur dengan ha-
rapan agar negara-negara Eropa Tengah
dan Timur dapat tumbuh seperti tetang-
ganya di Eropa Barat dengan dasar kesta-
bilan demokrasi dan penerapan ekonomi
pasar untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi.

Namun di sisi lain muncul pula kekha-
watiran akan kesanggupan negara-negara
Eropa Tengah dan Timur untuk memenuhi
tuntutan tersebut. Terlebih ketika mereka
kemudian menunjukkan minat untuk men-
jadi anggota Uni Eropa. Keinginan tersebut
membawa Uni Eropa pada dilema antara
keinginan untuk terus memperkuat proses
institusionalisasi dan federalisasi dari Uni
Eropa menuju kepada pembentukan insti-
tusi supranasional dengan upaya untuk
merangkul negara-negara Eropa Tengah
dan Timur melalui penyesuaian proses pe-
nerimaan keanggotaan.

Namun bertambahnya keanggotaan Uni
Eropa tentunya akan membawa dampak
pada terjadinya pembengkakan keanggota-
an institusi yang semakin menyulitkan pro-
ses pengambilan keputusan maupun efi-
siensi cara kerja institusi. Persoalan lain
adalah dengan menerima negara-negara
yang kondisi domestiknya masih dalam ta-
hap transformasi berarti membutuhkan
perhatian ekstra dari Uni Eropa, khususny2
dari segi finansial berdasarkan komitmen
awal untuk memenuhi harapan menjadi-
kan negara-negara tetangga memiliki kon-
disi domestik selaku negara maju. Seba-
liknya Uni Eropa belum dapat mengharap-
kan kontribusi positif dari segi ekonomi
dari negara-negara baru tersebut. Hal inl
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tentunya menimbulkan ketidakseimbangan
dalam masalah kontribusi finansial Uni
Eropa, yaitu antara beban negara anggota
dan negara kandidat. Masalah yang dapat
timbul adalah pada saat terjadi ketidak-
puasan dari negara anggota khususnya
yang memberikan kontribusi besar bagi fi-
nansial Uni Eropa, di samping adanya pe-
nyesuaian kebijakan yang mungkin dapat
merugikan negara anggota terdahulu.

Minimnya pemahaman negara-negara kan-
didat terhadap kebijakan maupun agenda
yang telah ditetapkan negara-negara Uni
Eropa dalam upaya deepening juga dapat
menimbulkan friksi antara anggota lama
dan baru. Permasalahan utama adalah pe-
nerimaan anggota baru terhadap sejumlah
agenda deepening yang telah dipersiapkan
untuk dibahas oleh anggota lama dan seba-
liknya apakah anggota lama terbuka akan
terjadinya penyesuaian maupun usulan ba-
ru dari negara anggota baru. Terlebih da-
lam proses pengambilan keputusan melalui
institusi Dewan Uni Eropa yang lebih
mengutamakan kepentingan negara, de-
ngan bertambahnya jumlah negara anggo-
ta, nuansa kepentingan domestik akan se-
makin meningkat terutama bila dikaitkan
dengan motivasi penggabungan negara-ne-
gara Eropa Tengah dan Timur yang lebih
mencari dukungan untuk kelanjutan proses
transformasi domestik.

Berkaitan dengan kerangka pemikiran ten-
tang Uni Eropa, tampaknya konsep inter-
governmentalism masih tetap menjadi acuan
utama perkembangan Uni Eropa dalam
melakukan proses perluasan keanggotaan.
Bertambahnya jumlah anggota Uni Eropa
kelihatannya akan lebih menghambat pro-
ses deepening dalam rangka membangun
Uni Eropa ke arah federalisme dan mem-
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perkuat akar fungsionalisme, khususnya
dalam integrasi Eropa. Namun tampaknya
kondisi inilah yang memang dikehendaki
negara-negara anggota Uni Eropa untuk
tetap mempertahankan kepentingan do-
mestik atas dasar prinsip kedaulatan na-
sional dibanding membentuk suatu fede-
rasi Eropa. Karena itulah dalam beberapa
tahun mendatang, Uni Eropa tampaknya
akan tetap memenuhi kaidah sebagai wa-
dah kerja sama antarpemerintah dengan
kemungkinan proses perluasan fungsi in-
stitusionalisme, dengan membuka hubung-
an kepada kelompok-kelompok kepenting-
an dalam masyarakat Eropa, dalam kaitan-
nya dengan integrasi ekonomi dan juga
membangun komunitas sosial dan hukum
yang lebih luas sebagai pilar ketiga dari
Uni Eropa.
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